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KEBEBASAN PERS DULU DAN KINI: 
Tinjauan Filsafat Terhadap Transformasi Kebebasan Pers 

di Indonesia 

Nana Sutikna, 
Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Unsoed 

Abstrak 

Kebebasan pers menjadi sebuah wacana yang selalu menarik di 

perbincangkan terutama pasca kejatuhan pemerintahan Soeharto 
pada Mei 1998. Pers Indonesia mengalami euphoria kebebasan 
setelah 32 tahun sebelumnya berada di bawah tekanan. Namun 
pendulum kebebasan terus bergerak, ketika represi negara 
berkurang, represi massa justru menguat, dan secara bergantian 

represi juga bisa muncul dari elemen bangsa lainnya seperti 

kepolisian dan kepentingan kapitalis. Dalam konteks demikian 

maka diskusi tentang transformasi kebebasan pers menjadi 

penting dibicarakan. Menggunakan pendekatan filsafat, tulisan ini 

akan menguraikan transformasi kebebasan pers dari aspek 

ontologis, epistemologis, dan aksiologis. 

Kata Kunci: filsafat, transformasi, kebebasan pers, 

A. Pendahuluan 

Runtuhnya kekuasaan orde baru pada Mei 1998 

menjupkan angin perubahan (wind of change) di berbagai sektor 

kehidupan di tanah air, salah satunya di dunia pers. Setelah 32 

tahun berada di bawah represi negara, melalui berbagai 

pengkondisian, pers Indonesia menemukan kebebasannya. Bebas 

secara kuantitatif antara lain ditandai dengan menjamurnya 

berbagai penerbitan pers dalam kurun waktu kurang ebi 

setahun sejak reformasi bergulir. Sehingga pada Agustus 1 i 

tercatat ada 1.536 SIUPP (Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers) di 

Indonesia (Mursito, 2000: 18). Artinya terdapat 1.247 SIUPP baru 

Transformasi Sosial dan Budaya di Indonesia : | 

Kontribusi Pemikiran Ilmuwan Sosbudpol Terhadap Masa Depan Indones'a 
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Nana Sutikna   a 

yang diterbitkan selama kurun waktu Mei 1998 hingga Agustus 

1999. Bila dibandingkan dengan jumlah SIUPP yang ada selam, 

periode orde baru, yang hanya berjumlah 289 SIUPP, maka 

lonjakan jumlah SIUPP itu sangatlah luar biasa. 

Tabel 1. Rekapitulasi Penerbitan Pers Berdasarkan Format 
  

  

  

  

  

  

          
      

No. Jenis Prareformasi Era Jumlah | 

Penerbitan reformasi 

1 | Suratkabar 90 285 375 

2 | Tabloid 91 625 716 | 

3 | Majalah 100 334 434 

4 | Buletin 8 3 11 

Jumlah 289 1.247 1.536 

Sumber: Direktorat Pembinaan Pers, Agustus 1999 (dalam 

Mursito, 2000:26) 

Data tersebut di atas baru menampilkan jumlah pers dalam 

format media cetak saja. Namun bila merujuk pada pengertian 

pers dalam arti luas, sebagaimana tercantum dalam undang- 

undang tentang pers pasal 1 ayat (1) UU No.40 tahun 1999, bahwa, 

“pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi 

massa yang melakukan kegiatan jurnalistik meliputi 

mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, 

dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, 
gambar, suara, data, dan grafik maupun dalam bentuk 

lainnya dengan menggunakan media cetak, elektronik, dan 

segala jenis jalur yang tersedia”. 

maka pers juga mencakup media komunikasi massa lainnya, 
seperti radio dan televisi, yang jumlahnya juga turut meningkat 
pada kurun waktu tersebut. 

Pertambahan jumlah penerbitan pers yang sangat 
signifikan tersebut tentu saja membawa implikasi yang luar biasa. 

Pada masa itu, secara tiba-tiba lahir ribuan wartawan baru, 

ea? 

Transformasi Sosial dan Budaya di Indonesia : 
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Nana Sutikna y , ratusan pengusaha pers, pemim in a 

sidak semuanya memiliki latar Da dan lain-lain yang 

pengalaman dalam bidang jurnatisti ang pendidikan atau 
k. Akib 

tidak hanya mengalami euforia dalam tan Pers Indonesia 

, namun juga 

| asannya. Hanya berselang satu tahun sejak booming penerbitan pers di tahun 1999, tanggal 6 Mei 2000, masyarakat dikejutkan dengan kasus penggerudugan kantor harian terbesar di Jawa Timur, Jawa Pos oleh Barisan Serbaguna 
(Banser) Gerakan Pemuda (GP) Anshor. Mereka merangsek ke 
ruang redaksi dan mencabuti saluran kabel dan komputer yang 
menyebabkan harian tersebut tidak terbit esok harinya (Ibrahim, 
2000:4). 

Kasus penyerangan kantor Jawa Pos tersebut digambarkan 
oleh Mursito BM (2000:24) sebagai akibat kebergantungan pers 
pada sistem politik. Sebagai salahsatu subsistem dari sistem 

politik, maka pers tidak memberi warna terhadap politik 
melainkan sebaliknya. Sistem politiklah yang menentukan format 

dan isi pers. Manakala kekuatan pemerintah sedang tinggi, maka 

  es 
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mengikutl kepentingan pemer 
. 

int 

a manakala kekuatan pemerintah 
melemah, elemen ah 

akan massa, kepentingan kapitalis, ataupun Struk 

lain seperti kepolisian, akan lebih mewarnai fom 

at 

Dengan demikian, kebebasan pers sesungguh, 

konteks. Pemaknaan kebebasan Dee 
ts 

pada media dan forumnya. 

seperti ger 

kekuasaan 

dan isi pers. 

tidak dapat dile 

kemudian menja 

paskan dari 

di bergantung 

Mencermati uraian di muka, maka pertanyaan yang lari, 

mudian adalah apakah sesungguhnya kebebasan pers 

timbul ke 
san pers itu sungguh ada? Untuk menjawap 

itu? Apakah kebeba 

pertanyaan itu maka pendekatan filsafat yang menguraikan 

kebebasan pers dari sisi ontologis, epistemologis dan aksiologis 

menjadi alat analisis yang tepat untuk mencari jawabnya. 

B. Tinjauan Ontologis Terhadap Kebebasan Pers 

Ontologi membahas tentang apa yang ingin kita ketahui, 

hakikat apa yang dikaji (Karimah dan Wahyudin, 2010: 40). 

Tinjauan ontologis merupakan upaya untuk memberikan jawaban 

terhadap pertanyaan “apa”. Aristoteles menyebut pertanyaan itu 

sebagai the first philosophy dan merupakan ilmu mengenai esensi 

benda (Bakhtiar, 2004: 219). Dengan demikian, bila diterapkan 

dalam diskusi tentang kebebasan pers, tinjauan ontologis 

selanjutnya akan menguraikan apa hakikat kebebasan pers 

tersebut. 

Kebebasan pers mendapatkan legalitas moral dari hak 

untuk tahu (right to know) yang dimiliki masyarakat. Hak 

masyarakat untuk mengetahui segala sesuatu mengenai diri dan 

ane ica bees salah satu indikator pelaksanaan 

untuk tahu di ‘ si negara. Untuk terpenuhinya hak masyarakat 

menginf. a a dibutuhkan pers yang bebas, yang dapat 

gintormasikan berbagai hal kepada masyarakat. 

K 

berarti een pers menurut Merril (dalam Abrar, 1995: 9 

etentGkan a memungkinkan para pekerja pers memilih, 

an mengerjakan tugas mereka sesuai dengan 

574 
an mm aim 

Renee Transformasi Sosial dan Budaya di In donesi? 

emikiran Ilmuwan Sosbudpol Terhadap Mas3 pepan Ines 

Dipindai dengan CamScanner



——— Nana Sutikna 

keinginan mereka. Pengertian ini menyiratkan bahwa kebebasan 
pers mencakup kebebasan negatif (bebas dari) dan kebebasan 
positif (bebas untuk). Secara filosofis, konsep bebas dari berasal 
dari pemikiran Thomas Hobbes dan John Locke, yang berarti 
kondisi yang memungkinkan seseorang tidak dipaksa untuk 
melakukan suatu perbuatan. Sedangkan konsep bebas untuk, 
yang berasal dari pemikiran JJ. Rousseau dan GWE Hegel, berarti 
kondisi yang memungkinkan seseorang berbuat sesuatu untuk 
mencapai apa yang diinginkannya. Dengan merujuk pada dua 
konsep kebebasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa 
kebebasan pers adalah kondisi yang memungkinkan para pekerja 
pers tidak dipaksa berbuat sesuatu dan mampu berbuat sesuatu 
untuk mencapai apa yang mereka inginkan. 

C. Tinjauan Epistemologis Terhadap Kebebasan Pers 

Tinjauan epistemologis menyangkut pertanyaan filosofis 
kedua, yaitu bagaimana memperoleh pengetahuan? Pertanyaan 
epistemologis muncul ketika orang sudah memperoleh jawaban 
tentang hakikat sesuatu, tentang apa dan kemudian 
mempertanyakan ulang apakah keyakinannya itu benar, maka 
perlu ada penelusuran tentang bagaimana jawaban atas 
pertanyaan ontologis itu diperoleh. Berbagai metode bisa 
dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan. Bakhtiar (2004:152) 
menyebutkan adanya metode deduktif, induktif, positivisme, 
kontemplatif dan dialektis sebagai cara untuk memperoleh 
pengetahuan. Dalam konteks kebebasan pers, maka pertanyaan 

epistemologis akan mempermasalahkan tentang bagaimana 
kebebasan pers itu dapat diperoleh? 

Mewujudkan kebebasan pers seutuhnya dimana para 

pekerja pers betul-betul berada dalam kondisi bebas dari dan 
bebas untuk melakukan sesuatu untuk mencapai apa yang mereka 

inginkan bukanlah perkara yang mudah. Sebagaimana telah 

diungkapkan di awal, kebebasan adalah kata yang berkonteks. 

Demikian pula untuk mengetahui bentuk kebebasan pers secara 

a 
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kongkrit maka perlu dil 

  

el 
eee 

ihat konteks dimana kebebasan pers itu 

  

  

  

  

  

berlangsung. 

Berikut adalah seju mlah pandangan tentang kebebasan 

pers. 

Tabel 2. Berbagai pandangan tentang kebebasan pers 

Sistem pasar Sistem marxis Sistem berkembang 

Wartawan bebas Pers harus Wartawan bebas 

dari segala kontrol menyiarkan menentukan ihwal 

eksternal pendapat semua yang baik dan yang 

golongan buruk 

masyarakat 

Pers tidak Kebebasan pers Kepentingan 

melayani kekuasan | diperlukan untuk nasional lebih 

negara dan tidak menghambat dan penting ketimbang 

boleh dimanipulasi | menangkal semua kebebasan pers 

kekuasaan negara | ancaman dari luar 

Pers tidak Pers membutuhkan | Pers membutuhkan 

membutuhkan kebijaksanaan pers | kebijaksanaan pers 

kebijaksanaan pers 

nasional yang 
menjamin adanya 

kebebasan pers     nasional untuk 

menjamin 

pelaksanaan pers 

sesuai dengan 

kehendak negara   nasional untuk 

melindungi 

kebebasan pers 

yang legal   
  
Sumber: Abrar (1995:4) 

Bila mencermati tabel di atas maka pers di Indonesia 

tampaknya berpijak di dua sistem yang berbeda. Satu kaki berada 

di sistem pasar yang ditandai dengan keinginan wartawan untuk 

bebas dari segala kontrol eksternal dan tidak dimanipulasi oleh 

kepentingan negara. Sementara kaki yang lain masih berada di 

sistem berkembang yang ditandai dengan masih diperlukannya 

sistem kebijakan pers nasional untuk melindungi kebebasan pe! 

aa 
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yang legal, semacam UU Pers No. 40 tahun 1999 yang 

memberikan jaminan akan kemerdekaan pers di Indonesia. 

Berkaca pada kondisi tersebut, maka lumrah jika kemudian 

pekerja pers di Indonesia masih kebingungan dengan kebebasan 

pers seperti apa yang sesungguhnya dicari. Maka untuk 

melengkapi bahasan tentang hakikat kebebasan pers, Ana Nadhya 

Abrar (1995:5) membedakan kebebasan pers dengan kebebasan 

jurnalistik. Kebebasan pers menyangkut hubungan antara pers 

dengan pemerintah atau negara, sementara kebebasan jurnalistik 

menyangkut hubungan wartawan/ pekerja pers dengan redaktur, 

pemimpin redaksi dan pemilik modal di sebuah lembaga pers. 

Kedua jenis kebebasan itu bisa dimiliki setara keduanya atau salah 

satu lebih dominan dibanding yang lain. 

Di negara dengan sistem politik dimana kekuasaan negara 

' begitu kuat mengkooptasi pers, maka kebebasan jurnalistik 

umumnya lebih besar daripada kebebasan pers. Sebaliknya di 

negara kapitalis, di mana para pemilik modal lebih berkuasa 

mempengaruhi isi dan format pers maka kebebasan pers mungkin 

lebih besar dibandingkan dengan kebebasan jurnalistik. 

Dalam konteks Indonesia, Mite Setiansah (2005) dalam 

penelitiannya berjudul Elite Kekuasaan dan Berita Televisi 

mengungkapkan bahwa hambatan terhadap kebebasan pers bisa 

” muncul baik dari dalam organisasi pers sendiri seperti para 

pemilik modal, maupun dari luar organisasi seperti ormas dan 

akademisi. Sebagai ilustrasi, dalam penelitian tersebut terungkap 

bahwa di RCTI pada tahun 2004, budaya elite media yang telah 

terkooptasi oleh budaya orde baru masih mewarnai ruang redaksi. 

Terkait dengan hal tersebut Hanlin (1992: 37) menyebutkan bahwa 

“from an ethical standpoint, however, the issue becomes more 

problematic, when rights of ownership are extended to editorial sphere.” 

  _ 
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D. Tinjauan Aksiologis Terhadap Kebebasan Pers 

i i berkaitan dengan cara bagaimana menggunakan 

ilmu bagan yang telah diperoleh Secara cat Rave 

belumnya (Karimah dan Wahyudin, 2010: ‘ ). : ar 

(200 : 163) mengutip definisi aksiologi dari Jujun S. Suriasumantri 

Sg teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan | a 

pengetahuan yang diperoleh. Dengan demikian, dis usi 

berikutnya adalah apa kegunaan dari kebebasan pers itu 

sesungguhnya? 

Sebelum membicarakan nilai guna kebebasan pers, maka 

ada baiknya bila kita telisik kembali peran media massa atau pers 

terlebih dahulu. McQuail dalam bukunya Mass Communication 

Theories (dalam Subiakto, 2001:10) merangkum setidaknya enam 

perspektif dalam melihat peran media pers. Pertama, pers sebagai 

window on events and experience. Artinya pers berperan sebagai 

jendela untuk melihat berbagai peristiwa, karena pada faktanya 

masyarakat lebih banyak memahami sebuah realitas | atau 

peristiwa tidak dengan melihat atau terlibat di dalam peristiwa 

tersebut secara langsung melainkan melalui media massa. Kedua, 

pers sebagai a mirror of events in society and the world, implying a 

faithful reflection. Pers diharapkan berperan sebagai cerminan 

dunia dan merefleksikan semua peristiwa yang ada secara apa 

adanya. Ketiga, memandang pers sebagai filter atau gate keeper. 

Dalam konteks ini, pers memilihkan peristiwa apa yang perlu 
mendapatkan perhatian khalayak dan apa yang tidak, dengan kata 
lain pers melakukan agenda setting atas isu-isu yang ada. Keempat, 
pers seringkali juga diposisikan sebagai guide atau interpreter, atas 
berbagai peristiwa atau kondisi yang ada. Ketika ekskalasi politik 
meningkat, ketika situasi sosial politik tidak kondusif maka pers 
biasanya menjadi rujukan masyarakat dalam membuat keputusan. 
Kelima, pers juga kerap diposisikan sebagai forum untuk 
mempresentasikan berbagai ide maupun aspirasi masyarakat. 

Keenam, pers tidak hanya sekedar interlocutor atau tempat 
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perlalulalangnya informasi melainkan juga sebagai partner yang 
memungkinkan terjadinya komunikasi dialogis. 

Untuk dapat memenuhi semua perannya tersebut di atas 
maka ada beberapa kondisi yang dibutuhkan oleh pers, salah 
satunya yang utama adalah freedom of publication (Subiakto, 
2001:12). Ini adalah syarat utama demokrasi, yang menjamin 
adanya kebebasan berpendapat, menyampaikan informasi, dan 
mengetahui kebenaran. Kebebasan publikasi ini menjadi pijakan 
bagi kebebasan pers untuk memungkinkan pers melaksanakan 
peran-perannya. Kebebasan pers selanjutnya akan memungkinkan 
munculnya kontrol, kritik, pertukaran informasi untuk 
memunculkan pemerintahan yang lebih demokratis dan 
masyarakat yang lebih cerdas. Dengan kebebasan yang 
dimilikinya pers bisa menjalankan fungsinya sebagai watchdog 
secara lebih independen. 

Menilik kondisi di Indonesia dimana tarik menarik antara 
kepentingan negara, masyarakat, pemilik modal, dan pers masih 
begitu kuat maka agar kebebasan pers bisa lebih bernilai guna, 
diperlukan upaya untuk menciptakan keseimbangan di antara 
berbagai kepentingan yang saling berbenturan itu (Sendjaja, 1998: 
9). Semua pihak perlu bersinergi untuk menciptakan sistem pers 
yang demokratis yang pada dasarnya harus mewujudkan tiga 
karakteristik, yaitu: 

1. Terdapat independensi dari media yang ada. Artinya tidak 
ada campur tangan dari pihak pemerintah maupun 
pemilik modal terhadap kebijakan redaksional lembaga 
pers. 

2. Media pers harus memiliki akuntabilitas, yaitu bentuk 
pertanggungjawaban secara professional baik kepada 
masyarakat secara umum maupun penggunanya secara 
khusus. 
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3. Sistem pers harus menjamin adanya keberagaman, 

diversity, baik keberagaman politik maupun keberagaman 

sosial. (Cuilenberg dan McOuail dalam Subiakto, 2001:24) 

E. Penutup 

Pada hakikatnya kebebasan pers dapat dimaknai sebagai kondisi 

yang memungkinkan para pekerja pers tidak dipaksa berbuat 

sesuatu dan mampu berbuat sesuatu untuk mencapai apa yang 

mereka inginkan. Secara epistemologis, kebebasan pers sangat 

bergantung pada konteks sistem politik maupun sistem pers yang 

berlaku di sebuah negara. Secara aksiologis, kebebasan pers sangat 

menentukan terpenuhinya peran-peran yang disandangkan 

masyarakat kepada pers sebagai tonggak terwujudnya 

pemerintahan yang lebih demokratis. Sehingga diperlukan 

transformasi sistem pers yang dapat menciptakan keseimbangan 

di antara berbagai pihak yang saling berkepentingan terhadap 

kebebasan pers itu sendiri. 
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